C

NPH
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PEDOMAN DAN KODE ETIK
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk.

Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, Direksi dan
Dewan Komisaris PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. (“Perseroan”) menyusun Pedoman dan
Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang mengikat setiap anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris, kecuali ditentukan secara khusus dalam Pedoman dan Kode Etik ini.

1. LANDASAN HUKUM

Pedoman dan Kode Etik ini telah dibuat sesuai dengan:

o Ul Wb

Undang-undang Perseroan Terbatas

Anggaran Dasar Perseroan (“Anggaran Dasar”)
Peraturan Pasar Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Bursa Efek Indonesia
Prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

2. DESKRIPSI TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

2.1.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas

pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan, jalannya pengurusan
Perseroan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan
memberi nasihat kepada Direksi.

Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Dewan Komisaris wajib
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, dengan tanggung
jawab penuh dan dengan cara yang penuh kehati-hatian.

Tanggung Jawab

Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas
kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan
Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
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2.2,

Wewenang
Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara anggota Direksi dengan

menyebutkan alasannya.

Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan
tertentu untuk jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan oleh keputusan RUPS
atau diatur berdasarkan anggaran dasar.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Tugas
Tugas-tugas utama Direksi adalah untuk:

1. Memimpin dan mengurus Perseroan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud
Perseroan dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; dan
2. Mengendalikan, memelihara dan mengurus aset-aset Perseroan;

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Direksi akan melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya dengan itikad baik, dengan tanggung jawab penuh dan dengan penuh kehati-
hatian.

Tugas-tugas Direksi:

1. Direksi wajib:

a. Menyusun daftar pemegang saham, daftar khusus, berita acara RUPS, dan berita
acara rapat-rapat Direksi;

b. Menyusun laporan-laporan tahunan dan dokumen-dokumen keuangan
Perseroan sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum mengenai dokumen-
dokumen Perseroan; dan

c. Mengelola seluruh daftar, berita acara dan dokumen-dokumen keuangan
tersebut di atas serta dokumen-dokumen Perseroan lainnya.

2. Atas permintaan tertulis dari para pemegang saham, Direksi akan memberikan
persetujuan kepada para pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang
saham, daftar khusus, berita acara RUPS dan laporan tahunan, dan juga akan
menyerahkan hal tersebut kepada para pemegang saham;

3. Direksi wajib menyusun suatu rencana kerja dan anggaran tahunan sebelum
dimulainya tahun buku berikutnya dan menyerahkan rencana kerja dan anggaran
tahunan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuan, paling
tidak 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahun buku yang baru dimulai;

4. Direksi wajib menyerahkan suatu laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah
oleh Dewan Komisaris paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku
yang bersangkutan;

5. Direksi wajib menandatangani laporan tahunan;
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10.

Direksi wajib mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuai dengan
anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Direksi wajib untuk melakukan pengumuman RUPS paling lambat 15 (lima belas)
hari setelah permintaan dari pemegang saham Perseroan diterima;

Direksi wajib untuk melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan

sahamnya dan/atau kepemilikan saham Kkerabatnya di dalam Perseroan dan

Perusahaan-perusahaan lainnya yang akan dicatat dalam daftar khusus; dan

Anggota-anggota Direksi wajib untuk menyerahkan seluruh informasi yang

diminta untuk inspeksi/investigasi atas Perseroan.

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, dalam kewenangannya untuk mengurus

Perseroan, Direksi wajib memperoleh suatu persetujuan tertulis dari Dewan

Komisaris sebelum mengambil tindakan korporasi tertentu untuk dan/atau atas

nama Perseroan, sebagai berikut:

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk
pengambilan uang Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi batasan
sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;

b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam
maupun di luar negeri;

c. Setiap penjualan, pengalihan, penghapusan setiap aset dari Perseroan, kecuali:
i. Dalam perdagangan saham atau uang yang dibuat dalam kegiatan usaha

yang wajar dari entitas yang melakukan penghapusan tersebut;

ii. Aset-aset yang akan ditukarkan atau yang akan digantikan oleh aset lain
yang sebanding atau memiliki jenis, nilai dan kualitas yang lebih tinggi untuk
kegunaan yang sama;

iii. Kendaraan, pabrik dan peralatan yang usang dan sudah tidak terpakai,
dengan pembayaran uang tunai dan dilaksanakan dengan harga wajar
(arm’s length) dan dengan ketentuan komersial yang wajar;

iv. Dilaksanakan dengan harga wajar (arm’s length) dan dengan ketentuan
komersial yang wajar untuk aset yang tidak lagi dibutuhkan untuk kegiatan
usaha Perseroan; atau

v. dilakukan menurut rencana kegiatan usaha atau anggaran tahunan
Perseroan yang telah disetujui;

d. Segala bentuk jaminan atas aset Perseroan, kecuali untuk:

i. Setiap pengaturan pengelolaan uang pengaturan netting atau perjumpaan
utang, yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka melakukan kegiatan usaha
yang wajar;

ii. Setiap pembayaran atau pengaturan close-out netting atau perjumpaan
utang atau bentuk lain atas kepentingan jaminan berdasarkan setiap
transaksi hedging yang dibuat Perseroan untuk:
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iii.

vi.

vii.

viii.

a. Melindungi dari setiap risiko yang muncul dalam kegiatan usaha yang
wajar; atau
b. Pengelolaan tingkat suku bunga atau mata uang yang dilakukan dalam

rangka kegiatan usaha yang wajar dan terbatas untuk tujuan non-
spekulatif;

Segala pembebanan jaminan yang tinbul karena hukum dan dalam kegiatan

usaha yang wajar, sepanjang bahwa utang yang dijamin dibayarkan ketika

utang tersebut jatuh tempo atau diajukan keberatan atasnya dengan itikad

baik dan dengan prosedur yang tepat dan benar;

Setiap bentuk jaminan yang timbul dari pengalihan hak, retensi hak, sewa

beli atau jual beli bersyarat atau segala bentuk pengaturan yang memiliki

akibat yang sama sehubungan dengan penyediaan barang kepada Perseroan

dalam rangka kegiatan usaha yang wajar dan berdasarkan ketentuan

standar dan biasa dari penyedia dan tidak timbul sebagai hasil dari

pelanggaran Perseroan;

Setiap bentuk dari jaminan atas barang, dokumen berhubungan dengan hak

dan dokumen terkait lainnya yang timbul atau diciptakan dari kegiatan

usaha yang wajar sebagai jaminan atas utang kepada bank atau lembaga

keuangan yang secara langsung berhubungan dengan barang atau dokumen

yang mana jaminan ada;

Setiap bentuk jaminan yang dihasilkan oleh peraturan dari sistem kliring

dan bursa dan/atau jaminan lain yang ada di dalam sistem kliring atau bursa

efek;

Setiap bentuk jaminan yang dibuat sesuai dengan rencana kegiatan usaha

atau anggaran tahunan yang telah disetujui; or

Setiap bentuk jaminan yang menggantikan setiap jaminan yang

diperbolehkan menurut butir i sampai vii di atas atau butir viii ini dan

jaminan utang atau kewajiban dimana maksimal nilai pokok tidak melebihi

jumlah pokok yang dijaminkan, atau dapat dijaminkan dengan jaminan

pengganti pada saat penggantian jaminan;

e. Setiap transaksi antara Perseroan, perusahaan yang memiliki, baik langsung

maupun tidak langsung, saham dalam Perseroan atau setiap afiliasi mereka;

f. Setiap transaksi oleh Perseroan yang tidak dibuat dengan harga wajar (arm'’s
length) yang bonafid atau bukan merupakan kegiatan usaha yang wajar dari
Perseroan;

g. Perseroan memberikan setiap jaminan atau ganti rugi di luar kegiatan usaha

yang wajar;
h. Setiap pembayaran yang dibuat oleh Perseroan kepada pemegang sahamnya
berdasarkan perjanjian pinjaman antara perusahaan afiliasi terkait;
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i. Mengikat Perseroan sebagai penjamin;

j- Setiap pembelanjaan modal atau investasi atau transaksi tunggal (atau

serangkaian investasi atau transaksi yang terkait) oleh Perseroan kecuali telah
dinyatakan dalam rencana usaha dan anggaran tahunan Perseroan yang telah
disetujui;

k. Perseroan memberikan setiap pinjaman atau pembayaran di muka kepada
pihak Kketiga kecuali setiap transaksi kredit dagang yang diberikan oleh
Perseroan kepada pelanggan-pelanggannya dalam rangka kegiatan usaha yang
wajar.

Selanjutnya, Direksi wajib memperoleh persetujuan dari RUPS untuk:
1. Mengalihkan;

2. Melepaskan hak; dan/atau
3. Menjadikan jaminan utang;

Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih
Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain. Direksi wajib
menyerahkan kepada Dewan Komisaris, untuk ditelaah oleh Dewan Komisaris,
suatu laporan keuangan tahunan yang terdiri atas suatu neraca dan laporan rugi
laba dari tahun buku terkait yang telah diaudit oleh seorang Akuntan Publik dan
menyerahkan neraca yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang diangkat oleh
RUPS Tahunan dalam tahun buku terakhir, setelah ditelaah dan dinilai oleh Dewan
Komisaris, untuk disetujui dan diratifikasi oleh RUPS Tahunan.

Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan
ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, keputusan-keputusan RUPS dan hukum
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab

Masing-masing anggota Direksi bertanggung jawab secara penuh dan pribadi atas
kerugian yang diderita oleh Perseroan apabila disebabkan oleh kesalahan atas
kelalaian anggota Direksi tersebut dalam melaksanakan tugas-tugasnya, kecuali

terbukti bahwa:

1. Kerugian demikian tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota
Direksi tersebut;

2. Anggota Direksi tersebut telah melaksanakan pengurusan Perseroan dengan
itikad baik dan prinsip kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan;

3. Anggota Direksi yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan, baik

secara langsung atau tidak langsung atas pengurusan yang mengakibatkan
kerugian; dan
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4. Anggota Direksi tersebut telah mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah
timbulnya atau berlanjutnya kerugian demikian.

Anggota-anggota Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan
anggota-anggota Dewan Komisaris dan Perseroan dalam hal terjadinya pembubaran
Perseroan dan kelalaiannya untuk menyelesaikan seluruh usaha Perseroan untuk
tujuan likuidasi.

Wewenang Direksi
1. Direksi berwenang mewakili Perseroan, baik di dalam atau di luar pengadilan,

tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik
yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan tunduk kepada
ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan;

2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, seorang anggota Direksi tidak
berwenang untuk mewakili Perseroan dalam hal berikut:

a. Terdapat proses hukum antara Perseroan dan direktur terkait; atau

b. Terdapat benturan kepentingan antara Perseroan dan direktur terkait.

Dalam kondisi demikian, (para) direktur lainnya yang tidak memiliki benturan
demikian berwenang untuk mewakili Perseroan.

3. Direksi dapat memberikan surat kuasa tertulis kepada 1 (satu) atau lebih
karyawan Perseroan atau individu-individu lainnya untuk dan atas nama
Perseroan untuk mengambil tindakan-tindakan hukum tertentu sebagaimana
ditentukan daripadanya;

4. Direksi dapat membentuk komite untuk mendukung tugas dan kewajibannya, dan
akan mengevaluasi kinerja komite demikian di setiap akhir tahun buku.
Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, Direktur Utama berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, namun dalam
hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka
anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama
Direksi serta mewakili Perseroan.

3. NILAI - NILAI

3.1. Integritas
Direksi dan Dewan Komisaris bertindak professional, jujur dan etis dalam semua aspek
bisnis.
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3.2

3.3.

3.4.

Transparansi

Dalam berhubungan dengan Direksi, Dewan Komisaris dan setiap anggotanya serta
komite Dewan Komisaris, bertindak berdasarkan semangat saling percaya dan
keterbukaan.

Kerahasiaan

Selama masa jabatannya dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, setiap anggota
Direksi dan Dewan Komisaris dilarang menggunakan atau mengungkapkan (baik
secara langsung maupun tidak langsung) informasi rahasia apapun yang dimiliki oleh
Perusahaan dan/atau anak perusahaannya atau perusahaan dimana Perusahaan
dan/atau anak perusahaannya memiliki kepentingan (“Informasi Rahasia”). Anggota
Direksi dan Dewan Komisaris tersebut juga dilarang menyalahgunakan Informasi
Rahasia.

Informasi Rahasia mencakup dokumen dan/atau informasi strategis yang dibuat
dan/atau diperoleh Perseroan, yang tidak boleh diungkapkan atau diberikan kepada
pihak luar, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Untuk menjaga keunggulan kompetitif Perseroan dan/atau anak perusahaannya;
dan/atau
- Untuk mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundangan yang
mewajibkan Perseroan menjaga kerahasiaan informasi tersebut.
- Informasi yang masuk dalam kategori Informasi Rahasia Perseroan adalah:
e Laporan keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan ke
publik;
e Rencana strategis Perseroan;
e Informasi yang terikat dengan perjanjian Kkerahasiaan (confidentiality
agreement);
e Produk- produk Perseroan dan/atau anak perusahaannya yang masih dalam
tahap pengembangan;
e Keunikan teknologi; dan
¢ Informasilainnya yang dianggap rahasia.

Benturan Kepentingan
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menghindari berada dalam posisi dimana
kepentingan pribadinya dapat berbenturan dengan tugasnya dalam Perseroan.
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Direktur dan Komisaris wajib segera melaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris
mengenai adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dengan
Perseroan dan wajib memberikan seluruh informasi yang relevan dalam laporan
tersebut.

Transaksi dimana terdapat seorang Direktur yang memiliki benturan kepentingan
harus memperoleh persetujuan Direksi, dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan
yang setidaknya lazim digunakan pada industri yang bersangkutan dan memenuhi
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengenai transaksi afiliasi dan/atau
transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Direktur yang memiliki benturan
kepentingan dilarang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan mengenai
agenda dimana dia memiliki benturan kepentingan.

Dalam hal anggota Direksi memiliki saham Perseroan dan/atau saham perusahaan lain,
anggota Direksi tersebut wajib memenuhi persyaratan pelaporan yang diatur dalam
peraturan perundangan yang berlaku.

3.5. Kerjasama
Direksi dan Dewan Komisaris berkolaborasi dan saling mendukung satu sama lain
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.6. Memikul Tanggung Jawab
Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas tindakan Direksi dan Dewan

Komisaris.

3.7. Menghargai
Direksi dan Dewan Komisaris menghargai karyawan, pelanggan, pemasok, pemegang
saham dan masyarakat sekitar.

4. KOMPOSISI

Direksi
Direksi terdiri dari sekurang kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih anggota
Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

Dewan Komisaris
Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, salah
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat
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diangkat seorang atau lebih wakil Komisaris Utama dan lainnya diangkat sebagai
Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan
perundangundangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.

Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen yang berjumlah sedikitnya 30% (tiga
puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

PENGANGKATAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Direksi

Seorang Direktur diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang
ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang
kelima setelah tanggal pengangkatan tersebut.

Seorang Direktur yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi pada RUPS
harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan
fungsi nominasi.

Komisaris

Seorang Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang
ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang
ketiga setelah tanggal pengangkatan tersebut.

Seorang Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian Komisaris pada RUPS harus
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi
nominasi.

RANGKAP JABATAN

Direksi

Seorang Direktur dibatasi untuk memiliki rangkap jabatan di Emiten atau Perusahaan

Publik lainnya. Seorang Direktur hanya dapat:

a. Menjadi Direktur paling banyak pada 1 (satu) Emiten dan/atau Perusahaan Publik
lainnya (tidak termasuk Perseroan); dan

b. Menjadi Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya.

Anggota Direksi dapat menjadi anggota komite paling banyak pada 5 (lima) Emiten atau

Perusahaan Publik lainnya (termasuk jabatannya di Perseroan).
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8.
8.1

Dewan Komisaris

Seorang Komisaris dibatasi untuk memiliki rangkap jabatan di Emiten atau Perusahaan

Publik lainnya. Seorang Komisaris hanya dapat:

a. Menjadi Direktur paling banyak pada 2 (dua) Emiten dan/atau Perusahaan Publik
lainnya; dan

b. Menjadi Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten dan/atau Perusahaan Publik
lainnya (tidak termasuk Perseroan).

Dalam hal seorang Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Direktur pada Emiten
dan/atau Perusahaan Publik lainnya, Komisaris tersebut dapat menjabat sebagai Komisaris
paling banyak pada 4 (empat) Emiten dan/atau Perusahaan Publik lainnya (tidak termasuk
jabatannya di Perseroan).

Anggota Dewan Komisaris dapat menjadi anggota komite paling banyak pada 5 (lima)
Emiten dan/atau Perusahaan Publik (termasuk jabatannya di Perseroan).

WAKTU KERJA

Waktu kerja didasarkan pada kebutuhan Perseroan, sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku.

KEBIJAKAN RAPAT

Rapat Dewan Komisaris

Persyaratan Waktu dan Kuorum

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling tidak 1 (satu) kali setiap 2 (dua)
bulan. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari % (satu per dua) bagian dari
jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat. Seorang
anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam suatu rapat hanya oleh anggota lain
Dewan Komisaris berdasarkan suatu surat kuasa tertulis.

Dewan Komisaris akan mengadakan suatu rapat bersama dengan Direksi secara rutin
paling tidak satu kali setiap 4 (empat) bulan dan kehadiran oleh anggota-anggota
Dewan Komisaris akan diungkapkan di dalam laporan tahunan Perseroan. Dewan
Komisaris akan menjadwalkan rapat-rapat berkala demikian untuk tahun-tahun
berikutnya sebelum akhir dari tahun buku berjalan.

Dewan Komisaris juga dapat mengadakan suatu rapat di setiap saat yang dianggap
perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas
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permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan dari 1 pemegang saham atau
lebih yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah, dalam Rapat mana Dewan Komisaris dapat
mengundang Direksi. Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan, sah dan
berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari % (satu per
dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam
rapat.

Panggilan

Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum
rapat diadakan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat, maka
panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

Tempat Rapat dan Bentuk Rapat
Rapat Dewan Komisaris akan diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat
kegiatan usaha Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Rapat Dewan Komisaris
juga dapat diadakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau melalui
sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat.

Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi
dalam rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam rapat yang
menggunakan telekonferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat
secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Dewan Komisaris yang
berpartisipasi dalam rapat, untuk disetujui dan ditandatangani, keputusan mana yang
diambil sedemikian rupa mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

Ketua Rapat

Seluruh rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan apabila ia tidak
dapat hadir atau berhalangan untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris, maka rapat
akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari
mereka yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat.

Keputusan

Segala keputusan dalam rapat-rapat Dewan Komisaris akan diambil secara
musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah
mufakat, keputusan rapat Dewan Komisaris akan diambil melalui pemungutan suara
berdasarkan suara setuju lebih dari %2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Dalam hal suara yang menyetujui sama dengan
yang tidak menyetujui, maka ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
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8.2.

Masing-masing anggota Dewan Komisaris akan berhak untuk mengeluarkan 1 (satu)
suara untuk dirinya sendiri dan 1 (satu) satu suara tambahan untuk masing-masing
anggota Dewan Komisaris yang ia wakili.

Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota
Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota.

Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat
tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota
Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul usul yang
bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan
tersebut, keputusan mana yang diambil sedemikian rupa mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

Rapat Direksi

Persyaratan Waktu dan Kuorum

Direksi wajib mengadakan suatu rapat secara rutin paling tidak 1 (satu) kali setiap
bulan. Rapat Direksi dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan
apabila dihadiri lebih dari %2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir
atau diwakili dalam rapat. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam suatu rapat
hanya oleh anggota lain Direksi berdasarkan suatu surat kuasa tertulis.

Direksi juga akan mengadakan suatu rapat bersama dengan Dewan Komisaris secara
rutin paling tidak satu kali setiap 4 (empat) bulan dan kehadiran anggota-anggota
Dewan Komisaris akan diungkapkan di dalam laporan tahunan Perseroan. Direksi akan
menjadwalkan rapat-rapat berkala demikian untuk tahun berikutnya sebelum akhir
dari tahun buku berjalan.

Direksi juga dapat mengadakan suatu rapat di setiap saat yang dianggap perlu atas
permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) atau
lebih pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/20 (satu
per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Rapat
Direksi dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri
lebih dari %2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili
dalam rapat.
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Panggilan
Panggilan rapat Direksi dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum rapat
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Apabila semua Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
Tempat Rapat dan Bentuk Rapat

Rapat Direksi akan diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan
usaha Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, rapat Direksi juga dapat
diadakan melalui telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik
lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan/atau
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Direksi, dengan ketentuan
bahwa berita acara dalam rapat yang menggunakan telekonferensi atau peralatan
komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua
anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani, keputusan
mana yang diambil sedemikian rupa mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

Ketua Rapat

Seluruh rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dan apabila ia tidak hadir atau
berhalangan untuk menghadiri, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota
Direksi yang dipilih oleh dan dari mereka yang hadir dalam rapat.

Keputusan

Segala keputusan dalam rapat-rapat Direksi akan diambil secara musyawarah mufakat.
Apabila tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah mufakat, keputusan rapat
Direksi akan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari %2
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
Masing-masing anggota Direksi akan berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) satu suara
untuk dirinya sendiri dan 1 (satu) suara tambahan untuk masing-masing anggota
Direksi yang ia wakili.

Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota
Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Atas rapat Direksi
yang juga dihadiri oleh Dewan Komisaris, maka hasil rapat tersebut wajib dituangkan
dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang
hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Keputusan-keputusan yang sah dan mengikat juga dapat diambil tanpa mengadakan
suatu rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah
diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota
Direksi memberikan persetujuan mengenai usulan yang diajukan secara tertulis serta
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9.

10.

menandatangani persetujuan tersebut, keputusan mana yang diambil sedemikian rupa
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
rapat Direksi.

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pelaporan dan pertanggungjawaban atas kegiatan pengelolaan Perseroan oleh Direksi
serta kegiatan pengawasan pengelolaan Perseroan oleh Dewan Komisaris, dimuat dalam
laporan tahunan dan disampaikan kepada pemegang saham dalam RUPS Tahunan. Dalam
RUPS Tahunan, pemegang saham Perseroan memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan
pengurusan yang dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan dan dan kepada Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan dan dijalankan selama
tahun buku yang bersangkutan, sepanjang tindakan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut
tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan dan bukan merupakan tindakan
pidana.

BENTURAN KEPENTINGAN

Dewan Komisaris
1. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara

langsung atau tidak langsung, dari Perseroan selain dari remunerasi yang diterimanya
secara sah.

2. Dalam hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi
salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi
lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota
Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris. Dalam hal
Perseroan mempunya kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka dalam hal ini Perseroan diwakili
oleh pihak lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh RUPS.

3. Setiap anggota Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan
kepentingan Perseroan dalam suatu transaksi, atau yang mempunyai kaitan dengan
pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi harus menyatakan sifat
kepentingannya dalam rapat Dewan Komisaris. Setiap anggota Dewan Komisaris yang
telah menyatakan sifat dari kepentingannya dalam suatu transaksi tidak boleh
mengeluarkan suara dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut transaksi
tersebut.
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Direksi
1. Anggota-anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara

langsung atau tidak langsung, dari Perseroan selain dari remunerasi yang diterimanya
secara sah.

2. Dalam hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi
salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi
lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota
Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris. Dalam hal
Perseroan mempunya kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka dalam hal ini Perseroan diwakili
oleh pihak lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh RUPS.

3. Setiap anggota Direksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan
Perseroan dalam suatu transaksi, atau yang mempunyai kaitan dengan pihak yang
mempunyai Kkepentingan dalam suatu transaksi harus menyatakan sifat
kepentingannya dalam rapat Direksi. Setiap anggota Direksi yang telah menyatakan
sifat dari kepentingannya dalam suatu transaksi tidak boleh mengeluarkan suara dalam
proses pengambilan keputusan yang menyangkut transaksi tersebut.

11. PENUTUP

Pedoman dan Kode Etik ini berlaku efektif per tanggal 12 Desember 2016 dan dapat diubah
dari waktu ke waktu.

Dalam hal terdapat perbedaan antara Pedoman dan Kode Etik ini dengan hukum dan
peraturan yang berlaku, maka hukum dan peraturan tersebut yang akan berlaku.

Pedoman dan Kode Etik ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal
terdapat perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa
Indonesia yang akan berlaku dan versi Bahasa Inggris dari Pedoman dan Kode Etik ini akan
dianggap disesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia.
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KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

A. Pengantar

Dalam rangka memenuhi rekomendasi Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat
Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/ SEOJK.04/2015
tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka terkait
penilaian serta indikator ACGS, PT Nusantara Pelabuhan
Handal Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai emiten
wajib memiliki kebijakan Kebijakan Penilaian Kinerja Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan (“Kebijakan Penilaian”),
yang merupakan tambahan atas Piagam Dewan Perseroan.

Kebijakan Penilaian ini memungkinkan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi untuk mengevaluasi kinerja Dewan
Komisaris dan Direksi secara kolektif. Self-assessment atau
penilaian sendiri yang dilakukan oleh masing-masing
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk menilai
kinerja Direksi dan Dewan Komisaris secara kolektif, dan
bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota
Direksi dan Dewan Komisaris. Kebijakan Penilaian ini menjadi
pedoman vyang dapat digunakan sebagai bentuk
akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.

Dengan adanya self assessment dan akuntabilitas, ini
diharapkan masing-masing anggota Direksi dan Dewan
Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja
Direksi dan Dewan Komisaris secara berkesinambungan.

B. Ketentuan Umum

1. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan
dengan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan Anggaran Dasar Perusahaan dan kebijakan
Perseroan.

2. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

menjadi bahan pertimbangan dalam dalam
meningkatkan efektivitas kinerja Dewan Komisaris dan
Direksi.

3. Hasil penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris
atau Direksi merupakan salah satu dasar
pertimbangan bagi Komite Nominasi dalam
memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris
atau Direksi serta sebagai bahan pertimbangan untuk
menyusun struktur remunerasi Dewan Komisaris atau
Direksi.

C. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
Penilaian Kinerja dilakukan secara self assessment

setiap tahun untuk menilai kinerja Dewan Komisaris
secara kolegial. Anggota Dewan Komisaris melakukan

THE POLICY ON PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE
BOARD OF COMMISSIONERS AND
THE BOARD OF DIRECTORS

A. Introduction

In accordance to the Financial
No.21/POJK.04/2015 on the

Services Authority Rule
Implementation of Public

Companies Corporate Governance Guidelines and the
Financial Services Authority Circular Letter
No.32/SEOJK.04/2015 on Public Companies Corporate

Governance Guidelines on the assessment and ACGS
indicators, PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (hereinafter
referred to as the Company) as an issuer is required to have
the Policy On Performance Assessment of Board of
Commissioners (BoC) and the Board of Directors (BoD) of
the Company (“Assessment Policy”), which is the supplement
of the Board Charter of the Company.

This Assessment Policy shall enable each member of the BoC
and the BoD to evaluate the performance of BoC and the
BoD collectively. Self-assessment performed by each member
of the BoD and the BoC is done to gauge the performance of
the BoD and BoC collectively, and not to assess the individual
performance of each member of the BoD and the BoC. This
Assessment Policy becomes guideline that can be used as a
form of accountability for performance assessment of the BoD
and the BoC of the Company.

With self-assessment and accountability, it is expected that
each member of the BoD and BoC may contribute to
improve the performance of the BoD and the BoC going
forward.

B. General Principles

1. Performance Assessments of the BoC and BoD are carried
out based on the criteria established by considering the
duties and responsibilities in accordance with laws and
regulations and Articles of Association of the Company
and company’s policies.

2. The results of performance assessment of the Board of
Commissioner and Board of Director become a
considerationto enhance the effectiveness of the Board
of Commissioner and Board of Director.

3. The result of the performance assessment of a member of
the Board of Commissioner and Board of Director is one of
the basis for considerations for the Nomination
Committee’s recommendation to the BoC to re-appoint the
member of the Board of Commissioner and Board of
Director as well as for consideration to structure the
remuneration of the Board of Commissioner and Board of
Director.

C. Performance Assessment of Board of Commissioner
Performance Assessment is conducted annually to assess

the performance of the Board of Commissioners (BoC)
collegially. The BoC members assess the board via self
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penilaian melalui Self Assessment. Hasil penilaian (self
assessment) masing-masing anggota Dewan Komisaris
dikonsolidasi untuk dilakukan review oleh Dewan
Komisaris guna menetapkan efektivitas dari dewan dan
area-area yang perlu dilakukan perbaikan. Dewan
Komisaris menyusun rencana tindak lanjut perbaikan dan
Komisaris Utama memastikan pelaksanaan rencana
tindak lanjut perbaikan.

Prosedur dan tata cara penilaian kinerja Dewan

Komisaris meliputi:

a. Metode dan Sarana Penilaian
Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri
(self-assessment) yang dilakukan oleh Dewan
Komisaris untuk mendukung penilaian pelaksanaan
kinerja Dewan Komisaris dengan menggunakan
Formulir Self-Assessment.

b. Waktu Pelaksanaan
Dewan Komisaris wajib melakukan penilaian sendiri
(self assessment) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.

c. Kriteria atau Tolak ukur
Penilaian  kinerja Dewan Komisaris dilakukan
dengan mempertimbangkan beberapa komponen
antara lain struktur dan komposisi Dewan
Komisaris, pelaksanaan strategi dan pengelolaan
perusahaan, efektivitas pelaksanaan program kerja
komite, penerapan manajemen risiko dan
pengendalian internal serta penerapan Good
Corporate Governance;

1) Pencapaian program kerja Dewan
Komisaris.

2) Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan
Komisaris.

3) Signifikasi rekomendasi yang
disampaikan kepada Direksi dan manajemen
terkait:

a) Strategi dan rencana penting
Perseroan;

b) Integritas laporan keuangan
Perseroan;

c) Sistem pengendalian internal dan
manajemen risiko; dan

d) Tata kelola perusahaan yang baik dan
aspek keberlanjutan.

d. Pihak yang Melakukan Penilaian dan Evaluasi.
Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja
Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris itu sendiri,
melalui self- assessment, yang kemudian hasilnya
dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat
berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris yang difasilitasi oleh
pihak eksternal dapat dilakukan secara berkala,
bilamana diperlukan. Fasilitator eksternal yang ditunjuk
memberikan perspektif atas kinerja Dewan Komisaris
dan pandangan terhadap kinerja dewan lainnya. Pihak
eksternal yang ditunjuk akan memberikan
feedback/hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris.

assessment. Results of the self assessments are
consolidated to be reviewed by the BoC in order
to determine the board effectiveness and the areas for
improvements. The BoC prepares the corrective actions
and the President Commissioner ensures that such
corrective action has been implemented.

Performance Assessment and Implementation

Procedures of the BoC, includes:

a. Assessment Method and Instrument
Assessment is conducted by employing a self-
assessment method performed by the Board of
Commissioner guided by the self-assessment form.

b. Timeline
The Board of Commissioner Self-Assessment is
mandatory for a minimum of 1 (one) time in 1 (one) year.

c. Criteria or Benchmark
Performance Assessment of the BoC is conducted by
considering several components, which include
structure and composition of the BoC,
implementation of the strategies and management of
the company, the effectiveness of the committees,
implementation of risk management and internal
controls and implementation of Good Corporate

Governance;

1) Board of Commissioners’ work program
achievement.

2) Attendance in Board of
Commissioners’ Meetings.

3) The significance of recommendations given to
the Board of Directors and the management, in
regards to:

a. The Company’s strategy plans;
b. The integrity of the Company’s financial

report;

c. Internal control system and risk management;
and

d. Good corporate governance and

sustainability aspect.

d. Assessors and Evaluator

The Board of Commissioner, through self-assessment,
conducts the assessment of the Board of Commissioner
performance. The outcome will then be evaluated by the
Board of Commissioner in a meeting based on
recommendations from the Nomination and Remuneration
Committee of the Company.

The performance assessment of the Board of Commissioner
facilitated by external parties can be carried out periodically, if
needed. The external facilitator provides a perspective onthe
performance of the board. The designated external facilitator
will provide feedbacks on the results of performance
evaluation of the Board of Commissioner.
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D. Alur Proses Penilaian

1. Masing-masing  anggota Dewan Komisaris mengisi
Formulir Self Assessment;
2. Hasil self assessment Dewan Komisaris dievaluasi oleh

Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan;

3. Hasil Evaluasi.
E. Penilaian Kinerja Direksi

Seluruh anggota Direksi memiliki target kinerja sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota
Direksi.

Prosedur dan tata cara penilaian kinerja Direksi meliputi:

a. Metode dan Sarana Penilaian
Self assessment dilakukan oleh Direksi dengan
menggunakan Formulir Self Assessment.

b. Waktu Pelaksanaan
Direksi wajib melakukan penilaian sendiri (self
assessment) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)tahun.
c. Kriteria atau Tolok Ukur

1) Pelaksanaan  tugas Direksi  sesuai dengan
mekanisme kerja, yang meliputi rapat dan
pelaporan.

2) Implementasi tata kelola perusahaan yang baik
dan aspek keberlanjutan.

3) Keselarasan antara kinerja usaha Perseroan
dengan strategi usaha yang dicanangkan, serta
kinerja finansial dan manajemen risiko.

d. Pihak yang Melakukan Penilaian

Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi

adalah Direksi itu sendiri, melalui self-assessment, yang

kemudian hasilnya dievaluasi oleh Dewan Komisaris
melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari Komite

Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

e. Alur Proses Penilaian

1) Masing-masing anggota Direksi mengisi Formulir Self
Assessment;

2) Hasil self assessment Direksi dievaluasi oleh Dewan
Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;

3) Hasil Evaluasi.

f. Komponen Penilaian Direksi

Setiap anggota Direksi mengisi Formulir Penilaian

secara mandiri yang nantinya akan dievaluasi oleh

Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan.

F. Lainnya

1. Kebijakan ini disusun dengan penuh itikad baik untuk
mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik;

2. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk

relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan
bisnis Perseroan dan Entitas Anaknya Perseroan tanpa

Assessment process flow

Each Board of Commissioner member fill the Self-
Assessment Form;

The self-assessment result of the BoC will be evaluated
by the BoC through meetings based on the
recommendation from the Nomination and Remuneration
Committee of the Company;

Evaluation Results.

Performance Assessment of Board of Directors

All members of the Board of Directors (BoD) has
performance goals individual based on the duties and
responsibilities of members of the BoD.

Performance Assessment Implementation Procedures of
the BoD, includes:
a. Assessment Method and Instrument

Assessment is conducted by employing the self-

assessment method performed by the members of the

BoD guided by the self- assessment form.

b. Timeline
The BoD’ Self-Assessment is mandatory for a minimum
of 1(one) time in 1 (one) year.

c. Criteria or Benchmark

1) The execution of the BoD’ duties in accordance
with the work procedure, which includes meetings
and reporting.

2) Theimplementation of good corporate governance
and sustainability aspect.

3) The alignment between the Company’s
operations and business strategies, as well as
financial performance and risk management.

d. Assessors

The BoD itself, through self assessment, is the party

conducting the assessment of the BoD. The outcome

will then be evaluated by BoC in a meeting based on
recommendations from the Nomination and

Remuneration Committee of the Company.

e. Assessment process flow

1) Each BoD member fill the Self- Assessment Form.

2) The self-assessment result of the BoD will be
evaluated by the BoC through meetings based on
the recommendation from the Nomination and
Remuneration Committee of the Company.

3) Evaluation Results.

f. Board of Directors Component Assessment Each
member of the BoD fills outa Self- Assessment Form

in which will be later be evaluated by BoC through a

meeting based on recommendations from the

Nomination and Remuneration Committee of the

Company

Others

This policy is prepared with in good faith in order to
implement the good corporate governance;

This Policy will be reviewed on a regular basis for
relevance and its effectiveness to achieve business
objectives of Company and its Subsidiaries without
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menghilangkan esensi tata kelola perusahaan yang eliminating the essence of the good corporate
baik; governance;

3. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami 3. To ensure the implementation of this Policy, we
melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala conduct regular monitoring and evaluation of its progress;

terhadap progresnya;

Jakarta, 21 Maret 2025 Jakarta, 21 Maret 2025
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk
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KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN
PELATIHAN DEWAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (NPH) berkomitmen
untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dan tata kelola
perusahaan melalui pengembangan kompetensi dan
pelatihan bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.
Kebijakan ini bertujuan untuk:

1. Memastikan bahwa Dewan Direksi dan Dewan Komisaris
memiliki kompetensi yang sesuai untuk menjalankan
tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

2. Meningkatkan pemahaman mengenai aspek
kepemimpinan, tata kelola perusahaan, manajemen
risiko, dan strategi bisnis dalam industri kepelabuhanan
dan logistik.

3. Mempersiapkan anggota Dewan Direksi dan Dewan
Komisaris dalam menghadapi perubahan regulasi, tren
bisnis global, serta perkembangan teknologi.

4. Mendorong penguatan budaya kepatuhan, transparansi,
serta profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan.

A. Program Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi bagi Dewan Direksi dan Dewan
Komisaris NPH mencakup berbagai aspek kepemimpinan
dan teknis, yang dilaksanakan melalui program berikut:

1. Pelatihan Sertifikasi dan Program Pemeliharaan
Kompetensi

— Pelatihan yang terkait dengan sertifikasl profesional
di bidang manajemen risiko, keuangan, kepatuhan,
atau bidang lain yang relevan dengan operasional
perusahaan.

— Program pembaruan (renewal) sertifikasi yang
diwajibkan oleh regulasi atau standar industri.

2. Executive Education Program

— Pelatihan yang diselenggarakan oleh institusi
akademik terkemuka dalam bidang strategi bisnis,
manajemen kepemimpinan, inovasi, dan
keberlanjutan perusahaan.

3. Program Orientasi dan Adaptasi (Onboarding
Program)

— Program wajib bagi anggota Dewan Direksi dan
Dewan Komisaris yang baru diangkat untuk
memahami struktur organisasi, visi dan misi
perusahaan, strategi bisnis, serta tata kelola
perusahaan di NPH.

4. Pelatihan Kepemimpinan dan Tata Kelola Perusahaan

— Pelatihan mengenai praktik terbaik dalam Good
Corporate Governance (GCG).

— Manajemen risiko dan pengambilan keputusan
strategis.

— Kepemimpinan dalam menghadapi tantangan
industri kepelabuhanan dan logistik.

COMPETENCY DEVELOPMENT AND TRAINING POLICY
BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (NPH) is committed to
improving the quality of leadership and corporate governance
through competency development and training for members of
the Board of Directors and Board of Commissioners. This policy
aims to:

1. Ensure that the Board of Directors and Board of
Commissioners have the appropriate competencies to
carry out their duties and responsibilities effectively.

2. Improve understanding of aspects of leadership, corporate
governance, risk management, and business strategy in
the port and logistics industry.

3. Preparing members of the Board of Directors and Board of
Commissioners to face regulatory changes, global
business trends, and technological developments.

4. Encourage the strengthening of a culture of compliance,
transparency, and professionalism in  company
management.

A. Competency Development Program

Competency development for the Board of Directors and Board
of Commissioners of NPH includes various leadership and
technical aspects, which are implemented through the
following programs:

1. Certification Training and Competency Maintenance
Program

— Training related to professional certifications in the
fields of risk management, finance, compliance, or
other areas relevant to the company's operations.

— Certification renewal programs that are required by
regulations or industry standards.

2. Executive Education Program
— Training organized by leading academic institutions in
the fields of business strategy, leadership
management, innovation, and corporate sustainability.

3. Onboarding Program
— A mandatory program for newly appointed members of
the Board of Directors and Board of Commissioners to
understand the organizational structure, corporate
vision and mission, business strategy, and corporate
governance at NPH.

4. Leadership and Corporate Governance Training

— Training on best practices in Good Corporate
Governance (GCG).

— Risk management and strategic decision-making.

— Leadership in facing the challenges of the port and
logistics industry.



5. Pelatihan Teknologi dan Transformasi Digital

— Pelatihan terkait dengan perkembangan teknologi
dalam industri maritim, kepelabuhanan, serta
implementasi  digitalisasi dalam  operasional
perusahaan.

— Pemahaman tentang cyber security, data analytics,
dan teknologi rantai pasok yang relevan dengan
bisnis perusahaan.

6. Benchmarking dan Studi Banding

— Kunjungan dan studi banding ke perusahaan atau
organisasi industri sejenis untuk mendapatkan
wawasan mengenai praktik terbaik dan inovasi di
sektor kepelabuhanan dan logistik.

7. Coaching dan Mentoring

— Program pembinaan yang melibatkan narasumber
ahli atau profesional berpengalaman guna
memberikan panduan bagi Dewan Direksi dan
Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya
secara optimal.

B. Pelaksanaan Program Pelatihan

Pelaksanaan program pengembangan kompetensi dapat

dilakukan melalui berbagai metode, antara lain:

— Internal Training: Pelatihan yang diselenggarakan
secara internal oleh perusahaan atau bekerja sama
dengan akademisi dan praktisi industri.

— Eksternal Training: Pelatihan yang diikuti oleh Dewan
Direksi dan Dewan Komisaris di institusi pendidikan,
lembaga pelatihan, atau seminar nasional dan
internasional.

— E-learning dan Webinar: Pelatihan yang dilakukan
secara daring melalui platform digital untuk
mempermudah akses bagl Dewan Direksi dan Dewan
Komisaris.

— Workshop: Forum interaktif untuk berbagi wawasan dan
pengalaman mengenai tantangan serta peluang dalam
industri kepelabuhanan.

Pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan di dalam negeri
maupun luar negeri, dengan mempertimbangkan relevansi
terhadap kebutuhan perusahaan dan kepatuhan terhadap
kebijakan perjalanan dinas yang berlaku.

C. Implementasi dan Pengawasan
Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
harus diterapkan oleh seluruh anggota Dewan Direksi dan
Dewan Komisaris NPH. Kebijakan ini akan ditinjau secara
berkala dan dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan
regulasi dan kebutuhan perusahaan.

Jakarta, 21 Maret 2025 -
PT Nusantara Pelabuhan dal Tbk
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5. Technology Training and Digital Transformation

— The training Is related to technological developments
in the maritime industry, ports, and the implementation
of digitalization in company operations.

— Understanding of cyber security, data analytics, and
supply chain technologies relevant to the company's
business.

6. Benchmarking and Comparative Studies

— Visits and comparative studies to companies or similar
industry organizations to gain insights into best
practices and innovations in the port and logistics
sectors.

7. Coaching and Mentoring

— Coaching programs involving expert or experienced
professional resource persons to provide guidance for
the Board of Directors and Board of Commissioners in
carrying out their roles optimally.

B. Implementation of Training Programs

The implementation of competency development programs

can be carried out through various methods, including:

— Internal Training: Training that is organized internally by
the company or in collaboration with academics and
industry practitioners.

— External Training: Training attended by the Board of
Directors and Board of Commissioners at national and
international educational institutions, training institutions,
or seminars.

— E-learning and Webinar: Training conducted online
through digital platforms to facilitate access for the Board
of Directors and Board of Commissioners.

— Workshop: An interactive forum to share insights and
experiences regarding challenges and opportunities in the
port industry.

The implementation of training can be carried out domestically
or abroad, taking into account the relevance to the company's
needs and compliance with applicable official travel policies.

C. Implementation and Supervision

This policy comes into effect from the date set and must be
implemented by all members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of NPH. This policy will be reviewed
periodically and can be updated according to regulatory
developments and the needs of the company.

Jakarta, 21 Maret 2025
PT Nusantara Pelabuhan dal Tbk

Wang Haisu
President Director
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